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PROVIITSI JAUTA TTNGAII

PERATURAN BUPATI PURWORE"'O
NOMOR Tto Tl,HUNarzt

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KER.IA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH, PENELITIAN DAIV PENGEMBANGAN
I(ABUPATEN PURWORF^IO

DENGA}I RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.IO,

Menimbang batrwa unttrk melaksanakan ketenhran Pasal 10
Perahrran Daqratr l(abupaten hrrworejo Nomor 4
Tatrun 2O2L tentang Pembenhrkan dan Susunan
Perangkat Daeratr I(abupaten Rrrworejo, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Perencanaanr Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan Pengembangan Ikbupaten Rrrworejo.

Mengingat 1. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tatrun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang
Pembenflrkan Daeratr-Daeratr Ikbupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengatr (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang
Pemerintatran Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telatr diubah beberapa kali teraktrir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tatrun 2O2O
tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambatran
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
65731;
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16
tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tatrun 2OI9
tentsng Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 64O2);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodelikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 1447);

6, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O2l tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Ikbupaten Purworejo
(Lembaran Daerah l(abupaten Purworejo Tahun
2021 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMIJTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER.IA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PURWORE.IO.

BAB I

KETE}ITUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupa.ten
2. Pemerintahan Daerah adalah Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinslp otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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3.

4.
5.

6.

7. adalah Sekretariat pada BAPPEDALITBANG.
8. Sekretaris Badan Perencanaan Daerah Penelitian

t Sekretaris adalah
Daerah Penelitian

9.
10.

11.

adalah Kepala Subbagian pada

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

BaEan Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

G dipimpin oleh Kepala BAPPEDALITBANG.

3

t2.

13.

14.

15.

16.

(1)
kepada Bupati

(2) BAPPEDALITBAN

jawab
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Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

BAPPEDALITBANG mempunyai tugas membantu Bupati melaksanal<an
urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan
pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
BAPPEDALITBANG menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan serta penelitian

dna pengembangan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan serta penelitian

dna pengembangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan serta

penelitian dan pengembangan;
d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada

seluruh unit organisasi di linglungan BAPPEDALITBANG; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BAPPEDALITBANG, terdiri atas:
a. Kepa.la BAPPEDALITBANG;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian,

Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
d. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah;
e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
f. UPT; dan
g. Jabatan Fungsional.
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(21 Bla4iar, organisasi BAPPEDALIIBANG sebagaimana dimaksud pada' 
ayat (1) tErcantum dalam tampirran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peratr:ran Bupati ini.

Bagian Kedua
KePala BAPPEDALITBANG

Kepala

Pasal 6

G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat
(1) huruf a mempunyai tugas tugas dan fungsi

g bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat sebagaimana

Pasal 8

dimaksud dalam Pasal 7 aYat (Ll

tugas koordinasi dalam perumusan
kebljakan teknis dan tugas bidang, serta

administrasi pada seluruh unit organisasi di
lingkungan BAPPEDALITBANG.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat fungsi:
a. penyiapan perumusan kebljakan teknis;

tugas bidang secara terpadu;
penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

b.
c.

d.
administrasi perencanzran dan keuangan;

pelayanan dan
administrasi umum dan kepegawaian;dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal lO

(1) Sekretariat, membawahkan:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Jabatan

a.
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t2l (1) huruf a, dipimpin
di bawah dan

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

(4) Subkoordinator se dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tam dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas sebagai

Pasal 11

Subbagian Umum
penyiapan bahan
pelayanan dan

yang meliputi:
administrasi barang milik daerah;
administrasi umum;

barang milik daerah;
Jasa angurusan;

barang milik daerah;

a-
b.
c,
d.
e.
f.
c.

merupakan
koordinasi
keuangan melalui

sesuai dengan tugas jabatannya.

pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan
serta pengelolaan kegiatan urusan perencanaan dan

dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan
jawab kepada Sekretaris.

menyelenggarakan administrasi
melaksanakan tugas kedinasan

sebagai

lain yang diberikan oleh Sekretaris

Pasal 12

dan Keuangan mempunyar tugas
perumusan dan

perencanaan dan keuangan yang meliputi :

administrasi

perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

b. men5rusun perjanjian kinerja;
c. menyelenggarakan administrasi
d. melaksanalan tugas kedinasan

sesuai tugas jabatannya.

kinerja;

Sumber Daya Alam,
di bawah dan

berkedudukanjawab kepada Kepala

lain yang diberikan oleh Sekretaris

Keempat
Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia,

Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 13

(1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia,

Sumber

G
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(2) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian,
Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh
Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pemerintahan, Pembangu.nan Manusia, Perekonomian, Sumber
Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud
pada pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebljakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta
infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber
Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia;

b. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas bidang perekonomian dan sumber
daya alam;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas bidang infrastruktur dan
kewilayahan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
BAPPEDALITBANG sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia,
Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia,
Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan,
melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang
lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber
Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan,

(3) Subkoordinator pada ayatl2l terdiri dari:
a. Subkoordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
b. Subkoordinator Pcrekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
c. Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan.
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(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diiab- at oleh' ' pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya-_ahli muda
itau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 17

Subkoordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan meLaksanakan kebijakart
te[nis serta melakukan pembinaan di bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia, yang meliputi :

i. melakianakan koordinasf perencanaan bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia, yang meliputi
1. mengoordinasikan pen5rusunzrn dokumen perencanaan

pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

2. melakukan asistensi penJrusunan dokumen perencanaan
pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;

3.;nehksanakan monitoring dan evaluasi penyu.sunan dokumen
perencan€ran pembangunan perangkat daerah bidang
pemerintahan;

4.inengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
perencanaan pembangnan daerah bidang pemerintahan;

S.mengoordinasikan penusunan dokumen pgren!1l1?n
pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD,
RPJMD dan RKPD);

6. melakukan asistensi pen5rusunan dokumen Perencanaan
pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;

Z. melaksanakan monitoring dan evaluasi penSrusunan dokumen
perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang
pembangunan manusia; dan

S.mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
perencanaan pembangunan daerah bidang pembangtrnan
manusra.

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian,
Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan
tugas jabatannya.

Pasal 18

Subkoordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan
teknis serta melakukan pembinaan di bidang perekonomian dan
sumber daya alam, yang meliputi:
a. melaksanakan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan

Sumber Daya Alam (SDA), yang meliputi:
1. mengoordinasikan pen5rusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

2. melakukan asistensi penJrusunan dokumen perencanaan
pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;
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3. mel,aksanakan
perencanaan

Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan
tugas jabatannya.

dan evaluasi penJrusunan dokumen
perangkat daerah bidang

sesuai dengan

4. sinergitas dan harmonisasi
perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;

penrusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

6. melakukan asistensi pen5rusunan dokumen perencanaan
pembangunan perangkat daerah bidang SDA;

7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penJrusunan dokumen
perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA; dan

8. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan
pembangunan daerah bidang SDA.

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia,

5.

Pasal 19

dan Kewilayahan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan di bidang infrastrukhrr dan
yang meliputi:
a. melaksanakan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan

kewilayahan, yang meliputi:
penJrusunarn dokumen perencanaran

pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

2. melakukan asistensi penlrusunan dokumen
pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;

3. melaksanakan monitoring dan evaluasi penJrusunan dokumen
perencanaan perangkat daerah bidang

1.

sinergitas dan harmonisasi
perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;

5. penJrusunan dokumen perencErnaan
pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RpJMD dan
RKPD);

6. melakukan asistensi penJrusunan dokumen perencanaan
pembangunan perangt<at daerah bidang kewilayahan;

7. melaksanakan monitoring dan evaluasi penJrusunan dokumen
perencanaan
kewilayahan; dan

perangkat daerah bidang

sinergitas dan harmonisasi
perencanaan pembangunan daerah bidang

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia,
Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan

4.

8.
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Bagran Kelima
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 2O

(1) Bidang Perencanaan, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
Kepala

di bawah dan bertanggung jawab kepada
BAPPEDALITBANG.

(2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah dipimpin oleh KePala

Pasal 21

Bidang Perencanaan, dan Evaluasi
Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2O ayat (1)

tugas bahan perumusan kebljakan teknis,
koordinasi, membina dan tugas bidang
perencanaan dan pendanaan, data dan informasi serta
evaluasi dan pelaporan.

Pasa722

Dalam
Bidang
Daerah

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
dan Evaluasi Pembangunan

fungsi:

tugas bidang Perencanaan
dan
dan

a. penyiapan perumusan kebiakan teknis, koordinasi,

b. penyiapan perumusan kebljakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
tugas bidang data dan informasi;

c. pefl.rmusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
tugas bidang pengendalian, evaluasi dan

pelaporan;dan
d. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

G sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

(1) Susunan
Evaluasi Daerah se

Organisasi Bidang dan
bagaimana dimaksud dalam
abatan Fungsional.

koordinasi serta
dan Evaluasi

dan Evaluasi

Pasal 5 Ayat (1) hurufd, terdiri atas J

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

Pembangunan Daerah melalui penetapan sebagai Subkoordinator
sesuai dengan nrang lingkup hrgasnya dan jawab

melaksanakan tugas dan fungsi
Kegiatan Bidang Perencanaan,

kepada Kepala Bidang Perencanaan,
Pembangunan Daerah.
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(3) Subkoordinator pa.da ayat (21terdiri dari:
a.
b.

Subkoordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
Subkoordinator Data dan Informasi; dan
Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.c.

(4) Subkoordinslsl 56lagaimana dimaksud pada ayat (3) d[iabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yErng ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Subkoordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan mempunyai
tugas bahan perumusan dan melaksanalan kebiiakan
teknis serta melakukan pembinaan di bidang penJrusunan perencanaan
dan pendanaan, yang meliputi:
a. melaksanakan penyu.sunan perencanaan dan pendanaan, yang

meliputi:
menganalisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis
pembangunan daerah;

penelaahan dokumen perencErnEran
pembangunan daerah dengan dokumen kebljakan l,ainnya;
melaksanakan konsultasi publik;

pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD;
melaksanakan Musrenbang l(abupaten;

bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan; dan
penJrusunEln dan penetapan dokumen

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 25

Subkoordinator Data dan Informasi tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebijalan teknis serta
melakukan pembinaan di bidang data dan informasi, yang meliputi:
a. melaksanakan anAlisis data dna informasi daerah

bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi:
data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah;
2. membina dan memanfaatkan data dan informasi perencanaan

SKPD; dan
3. menyusun profil pembangunan daerah kabupaten.

b. melaksanakan tugas
Bidang Perencanaan,

kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

1

2

3
4
5
6
7

1.

dan Evaluasi
Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.
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Pasal 26

Subkoordinator Evaluasi dan Petraporan mempunyar
tugas bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan
teknis serta melakukan di bidang pengendalian
dan pelaporan, yang meliputi:
a. melaksanakan evaluasi dan pelaporan

perencanaan dan pembangunan daerah, yang meliputi:
dan pelaksanaan

pembangunan
2. melakukan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah; dan
3. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan

berkala pelaksanaan pem daerah.
yang diberikan oleh Kepalab. melaksanakan tugas kedinasan lain

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah sesuai dengan tugas jabatannya.

Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

PasaJ2T

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDALITBANG.

(2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala

Pasal 28

Bidang Penelitian dan sebagaimana dimaksud pada
pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas bahan perumusan
kebiiakan teknis, koordinasi, membina dan

ekonomi dan
pelaksanaan tugas bidang sosial dan pemerintahan,

pembangunan, serta inovasi dan teknologi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28

evaluasi

bodang

l.

Bidang Penelitian dan PengembErngan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebljakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

tugas bidang sosial dan pemerintahan
b. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

bidang ekonomi dan pem
c. penylapan perumusan ke teknis, dan

pengendalian
d. pelaksanaan

pelaksanaan tugas bidang inovasi dan teknologi; dan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

G sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 3O

(l) Srlsunan Org- anisasi - 9i9*e penelitian dan pengembangan
sgbagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (l) huruf e, -terdiri 

a"tas
Jabatan Fungsional.
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(2) Jabatan Fungsional sebagafunana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan, melalui penetapan
sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan

jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan.

(3) Subkoordinator pada ayat l2l terdiri dari:
a. Sukoordiator Sosial dan Pemerintahan;
b. Sukoordiator Ekonomi dan Pembangunan; dan
c. Sukoordiator Inovasi dan

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dliabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai tugasnya masing-masing;

Pasal 31

Sosial dan tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebljakan teknis

serta melakukan pembinaan di bidang sosial dan pemerintahan, yang
meliputi:
a. melaksanakan penelitian dan bidang

penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, yang

melaksanakan dan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

2. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum;

melaksanakan dan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

4. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi;

5. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan
Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi

Birokrasi;
6. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan

Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan
Perlindungan Masyarakat;

7. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa;

8. melaksanakan dan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa;

9. melaksanakan dan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Aparatur Desa;

10. memfasilitasi, melaksanakan dan
Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa;

1
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11. memfasilitasi, melaksanakan dan mengevaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa;

12. mengelola Data Kelitbangan dan Peraturan;
13. merumuskan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan

Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan;
14. memfasilitasi dan mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan

Pengkajian Peraturan; dan
15. memfasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga

Negara Asing untuk Diterbitkannya lzin Penelitian oleh Instansi
yang Berwenang.

b. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan
kependudukan, yang meliputi:
1. melakukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek

sosial;
2. melakukan penelitian dan pengembangan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;
3. melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan dan

kebudayaan;
4. melakukan penelitian dan pengembangan kepemudaan dan

olahraga;
5. melakukan penelitian dan pengembangan pariwisata;
6. melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan;
7. melakukan penelitian dan pengembangan pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;
8. melakukan penelitian dan pengembangan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil;
9. melakukan penelitian dan pengembangan tenaga kerja;
10. melakukan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat;

dan
11. melakukan penelitian dan pengembangan transmigrasi.

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 32

Subkoordinator Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebiiakan teknis
serta melakukan pembinaan di bidang ekonomi dan pembangunan
yang meliputi:
a. melakukan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan

pembangunan, yang meliputi:
1. melakukan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah;
2. melakukan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan

Perdagangan;
3. melakukan Penelitiarr dan Pengembangan Badan Usaha Milik

Daerah;
4. melakukan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan

dan Pangan;
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7. melakukan Penelitian dan
8. melakukan Penelitian dan

(1) Untuk melaksanakan

5. melakukan melakukan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
dan Perikanan;

6. melakukan Penelitian dan
Sumberdaya Mineral;

Energi dan

Pengembangan Lingkungan Hidup;
Kehutanan;

9. melakukan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum;
10. melakukan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
11. melakukan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman;
12. melakukan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan

Pertanahan; dan
13. melakukan Penelitian dan

Informatika.
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Penelitian dan sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 33

Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan

1. melakukan penelitian, pengembangan, dan di
bidang teknologi dan inovasi;

2. melakukan uji coba dan penerapan rancang bangun/ model
reptkasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan
teknologi;

3. melakukan diseminasi jenis, prosedur dan metode
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;

4. melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil
dan

5. melakukan fasilitasi hak kekayaan intelektual.
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Penelitian dan Pengembalgan sesuai dengan tugas

Bagan Ketujuh
UPT

Pasal 34

tugas teknis dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk
UPT.

Ql Un sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Komunikasi dan

bahan pefl.rmusan dan melaksanakan kebiiakan teknis serta
meLalnrkan pembinaan di bidang inovasi dan teknologi, yalg meliputi :

a. melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi, yang meliputi:
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Pasal 35

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 'I\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja UPI sebagaimana dimaksud pada pa'sd 34 ayat (1)

ditur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional

(1) Pejabat Fungsional

Pasal 36

berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional pada BAPPEDALITBANG.

(2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan jawab secara Langsung
kepada Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional g dimaksud pada ayat
(21 dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dimaksud
pada ayat (1), dilaf<ukan sesuai ketentuan peraturan
undangan.

Pasal 37

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

Kepala

BAB TV

TATA KER.IA

Pasal 38

G, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan
dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-

dan kebirjakan yang ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 39

BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala
Kepala UPI dan Jabatan

Kepala

pelaksanaan,
bidang tugas

Su

monltoring, evaluasi

dalam melaksanakan tugasnya
yang. meliputi

dan pelaporan SI:FIEETI dengan

Pasal 4O

(1)

(2t BAPPEDALITBANG,

dan

Pasal 41

Sekretaris, Kepala Bidang,
dan Jabatan
dan jawab

serta menyampaikan laporan tepat
wajib
pada atasan masrng- Esrng

(3)

waktu.

Dalam
tembusan
lain yang secara mempunyai hubungan kerja.

(4)

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Jenjang jabatan dan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan

42

BAPPEDALITBANG, Sekretaris, Kepala
dan Jabatan

diangkat dan dibcrhentilcan
KepaLa UPT,
oleh pejabat yang bcrwenang

Kepala

ketentuan peraturan
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Pasal 43

(1) BAPPEDALITBANG WAJ ib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan danjabatan

analisis beban kerja.

(21

Negara

BABxI

KETEMUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati
Tahun

ini mulai berlaku, Peraturan
Nomor 73 2O2l te;ntang Kedudukan, Susunan

Organisasi, I\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Daerah (Berita Daerah KabuPaten

Tahun 2016 Nomor 73 Seri D Nomor 201, dicabut dan
tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal 1

Januari2022.

memerintahkan Pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah

di:
pada tanggal : 2l loltrle 2l2l

BUPATI PURWORE.JOI

f,IAGUS

di Purworejo
pada tanggal 4 lqtrfc Dzl

SEKRETARIS DAERAH PURWORE.'O,

I SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUNAIzI NOMOR"GERI I NOMOR {?
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JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMoR tlaa ttlEJl 2l,27
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA
TATA KER.IA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PURIITORF^IO

y' auper PURwoRE.Iol

l

JABATAN
FUNGSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAL

KEPAL{
BAPPEDAUTBANG

UPT

SEKRETARI,AT

SUBBAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG PEMERII{TAHAN,
PEMBANGUNAN MANUSIA,
PEREKONOMIAN, SUMBER

DAYAALAM (SDA),
INFRASTRUIMUR DAN

KEWII,AYAI{AN

JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALI,AN DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG PENEUTI,AN DAN
PENGEMBANGAN

JABATAN
FUNGSIONAL
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